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ABSTRAK 

 

Sundari Febrianti (2024): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Rengat Kelas 1 B Terhadap Besaran Nafkah Anak 

Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 

126/Pdt.G/2023/PA.Rgt) 
 

        Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang bertujuan 

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

Meskipun demikian, perceraian diakui sebagai jalan terakhir ketika perkawinan 

tidak dapat dipertahankan. Perceraian akan menimbulkan akibat pada anak, salah 

satu akibat dari perceraian adalah hak nafkah anak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian.  

        Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer (putusan hakim), sekunder 

(literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data 

mencakup observasi, wawancara dengan hakim terkait, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang 

pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian.  

       Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Rengat pada putusan nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt. Dalam menentukan hak 

nafkah anak setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti 

yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan 

berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy 

keterangan usaha, selain itu hakim juga menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuan suami. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan nafkah 

pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Rengat telah mempertimbangkan 

berdasarkan Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 233 dan doktrin hukum islam pada 

kitab I‟anatut Thalibin IV:99. Penelitian ini memberikan kontribusi pada 

pemahaman tentang penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam 

putusan perceraian. 
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KATA PENGANTAR 

حِيِ  مره
 
نِ ٱ مَٰ حَۡ مره

 
ِ ٱ للَّه

 
 بِسۡمِ ٱ

        Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan serta sumber 

semangat dan panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

        Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Terhadap 

Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 

126/Pdt.G/2023/PA.Rgt)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi 

oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana 

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

         Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa 

adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama 

penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis 

menyampaikan rasa syukur dan terima kasih secara khusus kepada : 

1. Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibu saya Raja rita hartati dan Ayah 

saya Sugeng rahayu yang telah menjadi orang tua yang supportif. Terima 

kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga 

dan upaya untuk mendukung penulis meraih mimpi. Tanpa kehadian kalian, 

orang tua yang luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena 

kalian merupakan sumber inspirasi bagi penulis. Penulis berharap dengan 
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terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan 

apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. 

2. Kepada saudara-saudara kandung saya, Muhammad daffa ramadhan dan 

Rasyifa fitri, terima kasih atas do‟a dan segala yang kalian berikan. 

3. Untuk kakek, nenek dan seluruh anggota keluarga Raja benuar, terima kasih 

atas do‟a, kasih sayang, dan dukungan yang tiada hentinya. 

4. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska 

Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. 

Mas‟ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D. 

5. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, 

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, 

M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau. 

6. Yang terhormat Dr. H. Ahmad Mas‟ari, SH.I.,MA.Hk selaku Ketua Program 

Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Bapak Ahmad Fauzi, MA  selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

8. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku dosen Penasehat 

Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah 
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kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan 

hingga penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar 

memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak Henrizal hadi, Lc,.M.Si, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar 

memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

11. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibuk Hakim dan Pegawai di Pengadilan 

Agama Rengat Kelas I B yang telah membantu penulis dalam memperoleh 

data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk di wawancara. 

12. Terima kasih kepada Grup Lambe ghibah Rusi dina sabrina, Dinda lowanda, 

Rosma wati, Nur sakinah, Nur sofa ulfiatul islamiyah, Attiyatul khairiyah, 

dan Wirdatul Fitri yang senantiasa membersamai penulis selama menjalani 

perkuliahan. See you on top guys! 

13. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan kelas B Hukum keluarga 

Angkatan 2020, Teman-teman pondok saya Angkatan 28 Putri rahmadhani, 

Aurin cahyarani, Walana yumna, Sri ukhrowiyah, Maulia sekar, Dinda 

lowanda, Eka setya maharani, Rifka zahera, Arina putri, Yulia anggraini, dan 

Khaila tri zahara yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan 

membersamai penulis menjelang penyusunan skripsi. 

14. Terima kasih kepada Teman-teman KKN Basilam Baru 2023 terutama untuk 



  

v 

Cicillia putri dan Putri ayuni yang telah banyak membantu penulis dan selalu 

ada disaat penulis susah, Teman-teman Grup BDB Ayuh, Rania, Naya, Puan, 

Atsna, Jay, Ghina, Maryam, Zelbie, Aul, Laras, Nabila, Nia, Ilul, Amel, Zea, 

Qoqos, Alma, Resti, Sisi, Pita, Nika yang senantiasa menghibur dan memberi 

saran kepada penulis. 

15. Terima kasih untuk Jung Jaehyun, Na Jaemin, Lee Haechan dan KPOP group 

NCT 127, NCT DREAM dan WAYV yang selalu memberikan hiburan dan 

menjadi moodbooster penulis selama ini. 

16. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

               Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi 

pembaca sekalian. 

 

 

Pekanbaru, 31 Juli 2024 

Penulis 

Sundari Febrianti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakah salah satu bentuk perbuatan yang suci, karena 

didalamnya bukan hanya terdapat ikatan lahiriyah saja melainkan juga ikatan 

bathiniyyah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka perkawinan itu merupakan 

adanya suatu perjanjian (akad) antara kedua belah pihak yaitu pria dan wanita 

untuk menjadi suami istri guna mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun 

akhirat.
1
 Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga 

dipaparkan mengenai pengertian perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan dari 

perkawinan itu antara lain untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang 

bahagia juga kekal yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, 

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan diartikan sebagai 

perkawinan dengan akad yang sangat kuat, atau perkawinan dengan mitssaqan 

ghalidzan sebagai bentuk menaati perintah Allah, dimana pelaksanaannya 

merupakan ibadah.  

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan yang kekal 

(abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, 

pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari‟ agar seorang laki-laki 

dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta‟ dengan seorang wanita atau 

sebaliknya.
2
 

Sementara, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa 

                                                      
1
 Moh Ali Wafa, Hukum Perkawaninan Di Indonesia Sebuah Kajian Dan Hukum Islam Dan 

Hukum Materil (Yayasan Asy-Syari‟ah Modern Indonesia, 2018), h. 32. 
2
 Abdurrahman Gazhali, Fiqih Munakahat,  (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39. 
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perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk menaati 

perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari 

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sehingga mencapai sebuah 

ketentraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat yang berdasarkan kepada 

perintah Allah sehingga melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut antara suami dan istri harus saling 

bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang tetap sehat, harmonis dan 

saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Maka dari itu, 

suami istri harus saling berkomunikasi jika ada suatu masalah maka dikelola 

dengan prinsip musyawarah.
3
 

Jika melihat kenyataan yang ada pada masyarakat saat ini, pasangan 

suami istri sangat mudah dalam memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) 

karena tidak adanya komunikasi yang baik ataupun penyelesaian dalam 

permasalahan. Penyebab selanjutnya juga dikarenakan alasan-alasan tertentu 

seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang tidak 

mendukung sehingga menimbulkan percekcokan antara suami istri yang 

berlarut, yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan atau 

terpaksa putus dengan sendirinya.
4
 Perceraian merupakan hal yang tidak 

dianjurkan dan paling dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian sejatinya 

dibolehkan dalam Islam jika perkawinan tersebut lebih banyak mudharatnya, 

walaupun yang sebenarnya orientasi dari perkawinan ialah sebagai komitmen 

                                                      
3
 Moh. Ali Wafa, Op. Cit, h, 38. 

4
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 1986), h. 103. 



3  

 

selamanya dan kekal.
5
 

Pernikahan memang tidakla selalu berjalan mulus, karena setiap 

pernikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkaran 

dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung 

kepada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami istri tersebut. 

Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan 

suami istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi 

nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung. Nafkah merupakan 

semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, 

seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan 

nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang 

tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam 

Al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma‟ ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah 

diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) 

Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih 

diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya 

pemeliharaan ditanggung ayahnya.  

Oleh karenanya, pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami 

sesuai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu 

untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya 

                                                      
5
 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228. 
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tanpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam 

memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. 

Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat 

baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak. 

Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) 

tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung 

oleh ayahnya. Kemudian pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah maupun nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.  

Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karna perceraian ialah: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

3. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut; 
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Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, 

sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 

12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

ayahnya. 

Berbicara mengenai perceraian maka akan menimbulkan dampak atau 

akibat pada anak, baik dari segi hak dan kewajiban, salah satu dari akibat 

perceraian yaitu hak nafkah anak jika anak belum mencapai 21 tahun. Jika 

dilihat dari hukum islam maupun hukum positif, tidak ditemukannya penjelasan 

mengenai pembagian besaran maksimal maupun minimal nafkah yang harus 

diberikan kepada anak. Apabila terjadi perdebatan antara besaran nafkah anak 

tersebut, maka hakim yang akan menentukan dan memutuskan perkara tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas hal 

tersebut lebih mendalam, sehingga penulis mengambil judul: Analisis Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Terhadap Besaran Nafkah Anak 

Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt).  

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar 

pembahasanya lebih terfokus dan terarah, disamping itu juga untuk 

mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi 

dengan membahas permasalahan mengenai analisis putusan hakim Pengadilan 

Agama Rengat kelas 1b dalam menetapkan besaran maksimal ataupun minimal 
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nafkah anak pasca perceraian. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 

126/Pdt.G/2023/PA. Rgt? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca perceraian? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama rengat dalam 

menetapkan putusan Nomor 126 Pdt.G/2023/PA.Rgt. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap nafkah anak pasca 

perceraian. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan majelis 

hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian. 

b. Menambah khazanah pengetahuan dalam pengembangan ilmu di 

bidang hukum perkawinan atau keluarga.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

  Secara etimologi kata “perceraian” berasal dari cerai, yang kemudian 

ditambah imbuhan awalan “per” dan dan akhiran “an” yang bermakna 

menyatakan hasil perbuatan. Kemudian diantara “per” dan “an”, ada kata 

cerai yaitu pisah; putus hubungan suami dan istri.
6
 Dalam istilah umum, 

perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan antara seorang 

pria dan wanita (suami-istri). Perceraian menurut istilah yaitu putusnya 

suatu hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang 

menyebabkan terputus  hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan 

istri atas dasar putusan majelis hakim dan sesuai dengan pengajuan dari 

salah satu pihak yaitu suami atau istrinya.
7
 

   Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”, 

artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya 

melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. 

Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami 

istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.
8
 

    Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akan pernikahan 

selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung 

                                                      
6
 „Pusat Bahasa Deapartemen Pendidikan Nasional‟, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 281. 
7
 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, (Jakma: PT Intermasa, 1995), cet. Ke-27, h. 42. 

8
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munaqahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 55. 
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sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha 

manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindari 

diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan 

sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara 

meninggalkanya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainya. 

    Moh. Afandi berpendapat bahwa perceraian adalah putusnya 

hubungan atau ikatan perkawinan (yang sebelumnya sudah melakukan 

akad atau ikatan perkawinan) antara pria dan wanita (suami dan istri). 

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, 

sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini 

diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
9
 

    Terdapat beberapa bentuk yang mengakibatkan putusnya 

perkawinan yang kemudian dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian 

diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu kematian, 

perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Adapun bentuk-bentuk yang 

menyebabkan putusnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu:  

 

 

 

                                                      
9
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 

224. 
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a. Talak 

         Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.
10

 

Ada beberapa macam talak salah satunya talak ditinjau dari boleh 

tidaknya suami kembali atau ruju‟, ada dua macam yaitu Talak Roj‟i 

dan Talak Bain. Pertama, talak roj‟i yaitu ketika suami menceraikan 

istrinya dengan talak satu atau talak dua. Sehingga suami bisa ruju‟ 

kepada istrinya selagi masih dalam masa „iddah yaitu selama tiga kali 

suci atau selama tiga bulan sepuluh hari.
11

 Kedua, talak bain yang 

dibagi menjadi dua yaitu talak bain sughro dan talak bain kubro. Talak 

bain sughro yakni talak satu atau dua dimana ketika suami ingin 

melakukan ruju‟ setelah masa iddah istri sudah habis, maka jika ingin 

ruju‟ diwajibkan melakukan akad nikah kembali. Adapun talak bain 

kubro merupakan talak tiga, dimana seorang suami tidak dapat 

melakukan ruju‟ kepada istrinya kecuali mantan istrinya tersebut 

sudah menikah lagi dan sudah melakukan hubungan badan dengan 

suaminya, yang kemudian sudah habis pula masa iddahhnya.
12

 

Hal ini merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 230: 

هُ  ٰ ثنَْكِحَ زَوْجًإ غيََْْ لُّ لََُ مِنْ بعَْدُ حَتَّه نْ طَلهلَهإَ فلَََ تََِ
ِ
إ  ۗفإَ ََ ِ ْْ َ ََ َلَ َإَ ُُ نْ طَلهلَهإَ فلَََ 

ِ
 فإَ

ونَ  َُ نُُإَ مِلوَْمٍ يعَْلَ ِّ ِ يبَُي ِ ۗ وَثِلَْْ حُدُودُ اللَّه نْ ظَنهإ ٱَنْ يلُِيمإَ حُدُودَ اللَّه
ِ
عَإ ا َُ ا  ٱَنْ يتََََ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia 

menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

                                                      
10

 Tihami dan Sahrani Sohari, Fiqih Munaqahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h. 230. 
11

 Abdul Hadi Ismail, „Pernikahan Dan Syarat Sah Talak‟, Jurnal Agama Dan Pendidikan 

Islam, (Sumatera Utara, 2019), 11, 1, h. 11. 
12

 Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 270. 
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menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama 

dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-

ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang 

berpengetahuan.
13

 

 

b. Khulu’ 

          Khulu menurut madzhab syafi‟i yaitu perpisahan antar suami 

dan istri dengan adanya iwadh serta lafazh. Sedangkan menurut 

madzhab maliki khulu‟ mencakup perpisahan yang terjadi dengan 

iwadh ataupun tanpa iwadh.
14

 Dengan demikian secara ringkas 

seorang istri menebus talak kepada suaminya dalam arti lain istri 

membeli talak kepada suaminya agar suami dapat menceraikannya. 

c. Zhihar 

         Zhihar merupakan perbuatan suami yang menyamakan istri 

kepada perempuan yang haram dinikahi seperti ibu atau saudara 

kandung yang terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 2-3. 

d. Ila’ 

        Ila‟ ialah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli 

istrinya. Pada Al-qur‟an surat al-Baqarah 226-227 dijelaskan bahwa 

seorang suami diberi waktu selama empat bulan untuk memilih antara 

kembali menggauli istrinya atau menceraikannya.
15

 

e. Li’an 

       Merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya melakukan 

zina. Ketika suami melihat istrinya berzina akan tetapi tidak memiliki 

                                                      
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 
14

 Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 139. 
15

 Moh. Ali Wafa, Op, Cit, h, 121. 
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saksi-saksi maka keduanya harus dipisahkan sampai adanya putusan 

hakim.
16

 

2. Akibat Hukum Perceraian dalam Hal Tanggung Jawab Orang Tua 

Berdasarkan Undang-Undang 

  Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena 

perceraian adalah:  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri.   

 Akibat hukum perceraian terhadap anak Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi 

perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu 

terhadap anak di bawah umur berakhir.  

                                                      
16

 Abdul Hadi Ismail, Op, Cit, h, 15. 



12  

 

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah 

untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan 

Pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban 

memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak 

tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik 

bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri 

bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan 

dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. 

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:  

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.   

  Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 

tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya; 

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 
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untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 

a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak 

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu 

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.  

b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karna 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1). 

        Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang 

pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan 

memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain, anak yang 

belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila 

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 

b. Ayah. 

c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. 

d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

3. Dasar Hukum Perceraian  

   Kehidupan perkawinan antara suami dan istri pasti selalu ada 
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permasahalan hal ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berumah 

tangga karena dalam perkawinan menyatukan dua pemikiran, dua 

kehidupan dan dua kepribadian menjadi satu. Namun terkadang 

permasalahan yang timbul tidak ada jalan penyelesainya karena berbagai 

sebab seperti kurangnya komunikasi, keegoisan antar individu, hilangnya 

rasa cinta kasih antara pasangan atau yang lainnya.
17

 Hal ini dapat 

menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan berujung pada 

perceraian. Perceraian sendiri merupakan perbuatan halal yang paling 

dibenci oleh Allah SWT.  

  Dalam al-Qur‟an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau 

melarang ekstitensi tentang perceraian walaupun banyak ayat al-Qur‟an 

yang mengatur perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur jika 

perceraian itu terjadi, meskipun dalam bentukan suruhan atau larangan. 

Jika ingin bercerai seharusnya sewaktu istri berada dalam keadaan siap 

untuk memasuki masa idah. 

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum perceraian yaitu: 

a. Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 19 

ِّسَإََ  رَرْاًإ ۗ وَاَ  ثعَْلُلوُْاُنه مِذَهْاَبُوْا بِبَ يَٰٓ  لُّ ممَُْْ اَنْ ررَوِوُا امِ نْنَ اٰمََوُْا اَ  حَِِ ِ هَ إَ ا عْضِ يُّهَُّ

هأثِْيَْْ بِفَإحِشَةٍ مُّ  ٓ اَنْ ي وْاُنه اِا ه َُ ٓ اٰثيَْتُ وْاُنه مَإ َُ عْرُوْفِ ۚ فإَِنْ رَراِْذُ ََ وْاُنه بِِمْ نةٍَ ۚ وََإَشُِِ بيَِّ

ا ا رَثِيًْْ ُ فِيْهِ خَيًْْ عَلَ الّلَّٰ يََْ  فعََسٰٰٓ اَنْ ركَْرَاُوْا شَيْـإًٔ وه

   Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka 

                                                      
17

 Kamal Muhtar, Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 145. 
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melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka 

secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (Q.S. An Nisaa-l 

9)
18

 

b. Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 1 

ِّسَإََ   هلْتُُُ امِ إَ امنهبُِِّ اِذَا طَل َيُّهَُّ لُوْاُنه يٰٓ ۚ اَ   فطََلِّ همُْْ َ رَب هلُوا الّلَّٰ ةَۚ وَاث نه وَاَحْصُوا امعِْده تِِِ مِعِده

 ِۗ نةٍَۗ وَثِلَْْ حُدُوْدُ الّلَّٰ بَيِّ هأثِْيَْْ بِفَإحِشَةٍ مُّ ٓ اَنْ ي نَ اِا ه ُْ رُ نه وَاَ  يََْ وْاُنه مِنْْۢ بيُُوْتِِِ ُُ رِ  تُُْ

ِ فلَدَْ ظَلَََ نفَْ  هذعََده حُدُوْدَ الّلَّٰ دِثُ بعَْدَ ذٰلَِِ اَمْرًاوَمَنْ ي َ حُِْ ۗ اَ  ثدَْرِيْ معََله الّلَّٰ  سَه 

     Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah 

hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalaq : 1)
19

 

 

        Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 

dan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

pasal 39 yang berbunyi:  

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.,  

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri., 

c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. 

                                                      
18

 Departemen Agama R I, Al-Qur‟an dan Terjemahanya. 
19

 Departemen Agama R I, Al-Qur‟an dan Terjemahanya. 



16  

 

B. Nafkah  

1. Pengertian Nafkah 

    Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena 

dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang 

mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan 

maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara 

terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta 

untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat 

bahwa sandang pangan dan papan termasuk didalam nafkah. Menurut 

Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha 

adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.  

    Sementara menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua 

kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat 

seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang 

diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta 

mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut 

kebiasaan masing-masing tempat. 

    Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Hadits, Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pasca 

terjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan 

nafkah kepada anak-anaknya. Namun prakteknya disebagian masyarakat 

kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh ayah.   

    Dengan demikian anak-anak sering kali menjadi korban dari 

perpisahan kedua orang tuanya. Mereka sering kali tidak mendapatkan 
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nafkah dari ayahnya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga 

nafkah tersebut harus ditanggung sendiri oleh ibu tanpa adanya tanggung 

jawab dari ayah. 

2. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian 

  Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah 

ditetapkan berdasarkan al -Qur‟an, hadits dan peraturan perundang 

undangan. Perempuan yang taat dalam iddah raj‟iyah berhak menerima 

tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari 

yang menalaknya (bekas suaminya). Dasar hukum yang mengatur tentang 

nafkah pasca perceraian yaitu: 

a. AL-Qur’an  

1) Surat AL-Baqarah ayat 236 

 ِّ مِ
 
هلْتُُُ ٱ ن طَل

ِ
ََ َلَيَْمُْْ ا َإَ ُُ واُنه ٱَوْ ثفَْرضُِوا۟ مهَنُه فرَيِلَةً ۚ ا ه  سُّ ََ سَإَٓ  مَإ ممَْ ثَ

عْرُوفِ ۖ حَلًّإ َلَََ  ََ مْ
 
إ بِأ عًۢ لْتَِِ كدََرُهُۥ مَتَ َٰ َُ مْ

 
وسِعِ كدََرُهُۥ وََلَََ ٱ َُ مْ

 
وَمَتِّعُواُنه َلَََ ٱ

نِيَْ  حْس ِ َُ مْ
 
 ٱ

      Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada 

mereka.Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 

yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikan”.
20

 

 

       Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir 

menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan mencerai istri 

sesudah akad nikah sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, 

                                                      
20

 Departemen Agama R I, Al-Qur‟an dan Terjemahanya. 
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Ibrahim dan Hasan Al-Bashri berkata, “maksud dari kata al-massu 

adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan mencerai istri sebelum 

menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat 

menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk 

memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai 

ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan sesuai dengan 

kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.
21

 

2) Surat AT-Thalaq Ayat 7 

ُ ۚ اَ   للَّه
 
إٓ َ اثىَٰهُ ٱ هَ ن سَعَذِهِۦ ۖ وَمَن كُدِرَ َلَيَْهِ رِزْكهُُۥ فلَْيُنفِقْ مِ مِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

 
 
فُ ٱ انكَُِّ ُ بعَْدَ عُسٍْْ يسًُْْ للَّه

 
يَجْعَلُ ٱ ا ه مَإٓ َ اثىَٰٰإَ ۚ س َ

ِ
ُ نفَْسًإ ا  للَّه

      Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan”.
22

 

 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan 

hendaklah seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu dari harta yang 

telah Allah berikan untuknya. 

b. Hadist 

بْنإَ َلَََ امْرَٱَثِهِ  :عَنْ حَكِيِ بنِْ مُعَإوِيةََ عَنْ ٱَبِيهِ كإَلَ  َُ ِ مَإ وَا كإَلَ  ,سَأمَتُْ يَرَسُولَ اللَّه

إً وَا   : يِّ عَلُُُ س َ هِ وَاَ  تََْ ذَا مبَِسَتْ اَ  ثضَِْْبُ َلَََ وَجِْْ
ِ
هَإ ذَا ٱَكََْتُ ٱَعْطِيْهِ وِيَإبًِ ا َُ ثطُْعِ

قُ مِنْ فِرَاشِهِ الَأفِِ امبَْيتِْ  لُ وَابْنُ مَإ جَهْ  .ثفَُ ره دُ وَٱَبوُ دَاوُدَ وَنسََإ الَأوه  رَوَاهُ ٱَحَْ
       Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai 

Rasullah Saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, 
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“Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya 

pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-

jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam 

rumah. “(HR.Ahmad, Abu Daud, Nasa`i, Ibnu Majah).
23

 

 

c. Undang-Undang 

Berkaitan dengan tanggung jawab suami kepada bekas istrinya 

dalam hal memberikan nafkah tidak hanya diatur dalam al-Qur‟an dan 

hadits,namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu 

terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), yaitu 

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri”. 

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang 

kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istri yang dicerai 

juga diatur dalam KHI Pasal 149. “Bilamana perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut‟ah yang layak 

kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri 

tersebut qabla aldukhul; (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah 

kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi 

talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (d). 

Memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun”.Selain dalam pasal itu juga disebutkan 

dalam pasal lain yaitu Pasal 152 KHI, yaitu “bekas istri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia 
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nusyuz”. 

3. Hak dan Kewajiban dalam Memberikan Nafkah Anak 

    Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan 

kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan,  

sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.
24

 Dalam Agama Islam, 

hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, 

artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta 

seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak 

kewajiban. Seperti halnya dalamkewajiban  memberikan nafkah, baik 

kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. 

Jadi suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah 

mewajibkan seseorang memberikan  nafkah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barrry: 

“Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah 

dan ibu”.
25

 

    Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik 

dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik 

bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak 

berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. 

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karna 
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25

 Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 

h. 74. 



21  

 

perceraian.
26

 

   Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang 

tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai 

atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan 

mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa 

dirugikan.  

    Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal 

tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan-pertim bangan hakim akan didasarkan pada keterangan-

keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan 

kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat 

perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh 

bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu 

alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor 

yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut 

berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa 

memberikan contoh baik bagi anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap 

anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah 

berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut.
27
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4. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak 

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua 

selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud 

kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah  dan ibu untuk mendidik dan 

memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah.
28

 

Hak asuh terhadap anak setelah perceraian dapat jatuh kepada baik bapak 

ataupun ibu.  

        Bagi yang beragama Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: “Dalam hal terjadi 

perceraian:  

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya;  

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya;  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

         Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d tentang Akibat Putusnya 

Perkawinan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua 

biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat 
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mengurus diri sendiri (21 tahun).
29

 

        Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 45 dimana pada pasal itu dijelaskan bahwa 

kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana 

kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin 

atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut akan tetap berlaku meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus. 

5. Nafkah Anak Pasca Perceraian 

         Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan 

tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua 

kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya 

adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. 

Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus 

dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian 

tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk 

menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.    

        Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan 

bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta 

anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang 

ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya 

dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus 
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karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas 

anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk 

merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. 

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada 

suatu akibat perceraian. 
30

 

        Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan 

perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka 

tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan Pendidikan 

kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Tanggung 

jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf 

d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk 

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
31

  

         Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya 

mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya 

terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi 

beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau 

ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab 

orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang 

tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti 

menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang 

layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak 
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dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah 

diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 

akibat suatu perceraian kedua orang tua tetep berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
32

 

         Pada pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk 

mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah 

mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. 

Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh 

ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung 

jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena 

terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah 

memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan 

memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi mapun non materi dan 

kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah 

mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku 

meskipun kedua orang tua telah bercerai. 

C. Hadhanah 

1. Pengertian Hadhanah 

        Secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi 

berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut 

diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau 
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yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum 

dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan 

bebasmengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk 

kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan 

membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental 

atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul 

tanggung jawab.
33

 

       Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, 

memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala 

macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani 

maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri 

sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.
34

 

       Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau ḥaḍānah ialah 

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan 

maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, 

menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa ḥaḍānah berbeda 

dengan pendidikan(tarbiyah). Ḥaḍānah mempunyai pengertian sebagai 

pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian 

pendidikan anak.
35

 Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu 
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usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum 

mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa 

mengerjakan keperluannya sendiri.
36

 

       Hadhanah adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai 

kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak 

mendidiknya dari mahram- mahramnya. Sedangkan secara terminologi, 

hadhanah menurut madhab Sunni yang dibawa oleh empat tokoh ulama 

yaitu ulama Hanafi, Syafi‟i, Maliki, dan Hambali mengartikan hadhanah 

sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhanah adalah usaha orang yang 

bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, 

terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan 

anak. 

b. Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan hadhanah adalah orang yang tidak 

mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang 

dapat membantunya. 

    Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa 

yang dimaksud hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan 

mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan 

antara yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi 

dewasa atau mampu berdiri sendiri.
37
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2. Dasar Hukum Hadhanah 

       Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan 

tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya 

(suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya 

firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233: 

عْرُوْفِۗ اَ  ركَُهفُ نفَْسٌ اِا ه وُسْعَهَإۚ اَ  ثلَُإَره  ََ وْموُْدِ لََ  رِزْكُهنُه وَرِسْوَتُُِنه بِِمْ ََ ةٌ ْۢ وََلَََ امْ وَالَِِ

اَإ وَاَ  مَوْموُْدٌ  ۚ  بِوَلَِِ هٖ وََلَََ اموَْارِثِ مِثلُْ ذٰلَِِ  لَه  بِوَلَِِ
Artinya :dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya 

dibuat menderita karena anaknya Ahli waris pun seperti itu pula..
38

 

 

3. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah 

 Konsep Hadhanah dalam kompilasi hukum Islam terdapat dalam pasal 

105 yang menyebutkan: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan. 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

       Apa yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam tentang hadhanah 

(Hak asuh anak) lebih sesuai dengan hadis-hadis tentang hadhanah 

dibandingkan dengan UU No.1 Tahun 1974. Pertama, Karena sudah 

terdapat kata mumayyiz sebagai tolak ukur dalam penyerahan hak hadhanah 
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baik ke ayah ataupun ke ibu. Kedua, poin (a) diambil dari hadis yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak 

ketika belum mumayyiz. Ketiga, poin (b) diambil dari hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ketika anak sudah 

mumayyiz, maka si anak diberikan hak untuk Memilih salah satunya 

diantara kedua orang tuanya.
39

 

 KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya hadhanah secara rinci. 

Padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan lebih didominasi 

oleh mazhab Syafi‟i dimana dalam mazhab Syafi‟i sendiri hak asuh ibu 

gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Selanjutnya, jika pasal 105 poin (a) 

Kompilasi Hukum Islam diperhatikan, di sana dikatakan: “Pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya.”  

 Maka, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah 

tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu 

ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum mumayyiz. 

4. Konsep Hadhanah dalam Perspektif Undang-undang 

       Berdasarkan peraturan perundang undangan (Undang-Undang 

Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seseorang 

yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang janin 

anak yang belum dilahirkan.Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan 

anak adalah suatu pekerjaanyang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan 
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harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
40

 

                Adapun Hak-hak seseorang anak dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungya, 

kecuali jika terdapat sebab yang menghalanginya maka anak dapat 

dirawat oleh orang 

b. tua asuh lainnya dikarenakakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakanpertimbangan terakhir. 

c. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup/biaya 

penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan dan perlindungan secara 

maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai cdengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya. 

d. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak. 

                Berkaitan dengan hak anak lainnya, meliputi: 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 

d. Pelibatan dalam tindak kekerasan. 

e. Pelibatan dalam peperangan, dan. 

f.     Kejahatan seksual.  

       Dan secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh 
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orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan minatnya,mencegah perkawinan usia dini dan menanamkan 

pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak. 

       Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya 

semata pada Keluarga, orang tua ataupun wali, melainkan unsur 

pemerintahan dan juga Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab 

terhadap hal tersebut supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam 

Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.
41

 

D. Penelitian Terdahulu 

        Penelitian oleh Yusron Ihza Mahendra (2021) yang berjudul “Analisis 

Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di 

Kecamatan Badaban” Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim 

terhadap ibu yang bekerja, apakah berpengaruh terhadap nafkah anak yang 

harus ditetapkan oleh hakim. 
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       Penelitian oleh Nurul Auliyana  (2020) yang berjudul “Pertimbangan 

Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” Penelitian ini membahas 

tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri setelah bercerai, tetapi 

nafkah yang ditetapkan tidak sesuai dengan gaji suami tiap bulan nya. 

        Penelitian oleh Eni Putri Sari (2021) yang berjudul “Pemenuhan Nafkah 

Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif 

Hukum Islam” Penelitian ini membahas tentang penetapan nafkah anak setelah 

perceraian yang tidak sesuai dengan hukum islam. 

        Penelitian oleh Doni Syahbana (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian” 

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban ayah kepada anak setelah 

bercerai, agar tidak terjadinya hak anak yang hilang oleh orang tua nya.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Jenis penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini 

dilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan pempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, 

kelompok dan Lembaga Masyarakat.
42

 

  Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  

Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsipdan 

penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.
43

 Dalam studi deskriptif tidak 

ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah 

menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau 

kondisi-kondisi dalam suatu  situasi.
44

 Selain ditinjau kelapangan penelitian 

ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai 

pendukung dalam melakukan penelitian. 

        Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

informasi dari pustaka terkait hak-hak dalam menetapkan nafkah anak dengan 
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menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori 

yang didapatkan dari data-data tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 
 

       Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B di 

Jalan Batu Canai Nomor 17 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. 

Indragiri hulu Riau 29351. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh 

penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan 

melakukan penelitian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

        Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting 

kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda, 

hal atau orang. Dengan demkian subjek penelitian pada umumnya adalah 

manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.
45

 

        Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian yang akan penulis 

teliti adalah nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan 

agama rengat kelas 1 b (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt) 

2. Objek Penelitian 

        Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam perkara cerai gugat (Nomor 

126/Pdt.G/2023/PA.Rgt). 
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D. Sumber Data 

       Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

sumber, sebagai berikut:         

1. Data primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama (biasanya dapat melalui wawancara, pendapat dan lain-lain). 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Pengadilan 

Agama Rengat). 

2. Data sekunder, Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

studi Pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri 

dari Perundang-undangan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan 

penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan.
46

 Teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sismatik 

terhadap fenomena yang ada Pengadilan Agama Rengat kelas 1 B. 

Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Rengat. 

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.
47

 Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para 

hakim yang memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara cerai 

gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat Nomor: 

126/Pdt.G/2023/PA. Rgt, dengan susunan Majelis Hakim: Dra. 

Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti Dan Miftah 

Hurrahmah sebagai Hakim Anggota. 

3. Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data yang berupa foto, 

catatan, buku, dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan 

sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil 

dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Metode 

pengumpulan data dengan dokumen adalah pelengkap dari penggunaan 

metode-metode lainnya dalam penelitian kualitatif. 

F. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau 

menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan 

dengan cara kualitatif.  

       Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berangkat dari 

teori-teori atau konsep yang bersifat umum. Teknik analisis data dalam 
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penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan content 

analysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nafkah dan hak asuh 

anak yang diatur dalam putusan hakim pada perkara cerai gugat 

(Nomor:126/Pdt.G/2023/PA.Rgt). 

G. Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan 

dengan topik penelitian dan menjelaskan konsep-konsep 

dasar yang mendukung  penelitian. Kerangka pemikiran juga 

disusun sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan 

menganalisis data. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan 

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan sistematika penulisan. 
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BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian 

menganalisis temuan penelitian berdasarkan kajian teori dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. 

Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan topik 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan dari pemaparan analisis dan pembahasan di atas dalam 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rengat Tentang Besaran Nafkah 

Anak Pasca Perceraian. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada anak 

masih merupakan tanggung jawab bapak setelah terjadinya perceraian 

dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. 

Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca 

perceraian pada kasus perkara cerai gugat putusan Nomor 

126/Pdt.G/2023/PA.Rgt, dalam menentukan hak nafkah terhadap anak 

setelah terjadinya perceraian dilihat berdasarkan pada bukti-bukti yang 

dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan 

berdasarkan fotocopy akta cerai, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy 

keterangan usaha. Selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan 

kebutuhan dan kemampuan suami, seperti yang tertera pada Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang 

menyebutkan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan 

pendidikan anak, apabila bapak dianggap tidak sanggup Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

2. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca 

perceraian untuk anak-anaknya, hakim Pengadilan Agama Rengat telah 
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mempertimbangkan dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sudah 

sesuai dengan doktrin hukum islam yang diambil alih sebagai pertimbangan 

Pengadilan sebagai berikut : 

 من لَ ٱٔب وٱٔم فَفلته َلَ ٱٔب
Artinya : (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib 

menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I‟anatut Thalibin IV:99). 

 

 Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 233: 

عْرُوْفِۗ اَ  ركَُهفُ نفَْسٌ اِا ه وُسْعَهإَۚ  ََ وْموُْدِ لََ  رِزْكُهنُه وَرِسْوَتُُِنه بِِمْ ََ  وََلَََ امْ

Artinya : “dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali dengan 

kemampuannya”. 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban dalam memberikan 

nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan ayah atau dalam 

batas wajar. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Rengat terkait dengan 

nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum 

islam. 

B.  Saran 

   Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah 

kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain 

agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca anak 

perceraian. 
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LAMPIRAN I 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B 

TENTANG BESARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN 

(Nomor 126/Pdt.G/2023 /PA.Rgt)”. Berikut daftar pertanyaan 

wawancara untuk menjawab rumusan masalah : 

Daftar Pertanyaan : 

 

1. Bagaimana putusan hakim pengadilan agama rengat terhadap 

putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 

123/Pdt.G/2023/PA.Rgt ? 

3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam 

menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian? 

4. Apakah pekerjaan bapak dan ibu berpengaruh dalam penetapan 

besaran nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama 

Rengat? 

5. Apa saja kendala yang dapat dialami hakim dalam menetapkan 

putusan? 

6. Apakah pada saat membuat putusan hakim mempertimbangkan 

keterangan tergugat? 

7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan agar putusan 

tersebut tetap sesuai dengan landasan hukum dan berdasarkan 

aturan hukum agama islam? 

8. Berapa alat bukti yang biasanya digunakan hakim untuk 

memutuskan perkara ini? 

9. Apakah bapak selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau 

hasil proses pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara? 

10. Bagaimana tahap akhir hakim Pengadilan Agama Rengat dalam 

menetapkan putusan? 



 

 

 

 

 

 
 

 LAMPIRAN II 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


